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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya penelitian tentang 

implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur 

berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Penfui 

Timur,  Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan perencanaan dimulai dari musyawarah dusun dari hasil 

musyawarah dusun itu, dibawah ke musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa (MUSREMBANGDes) setelah itu baru diproritaskan kegiatan mana-

mana yang nantinya dianggarkan oleh APBD 1, APBD 2,  maupun APBN. 

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di 

Desa Penfui Timur masih kurang disebabkan masyarakat sibuk dengan 

pekerjaan pokok mereka masing-masing dan penyebab lain karena 

pemerintah desa atau dusun tidak mengundang seluruh unsur masyarakat 

yang terlibat hanya RT dan aparat desa sendiri dalam musyawarah 

perencanaan APBDes. 

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Penfui Timur sebelum mengeksekusi suatu kegiatan terlebih dahulu 

membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana tim pelaksana ini yang 

nantinya mengeksekusi atau melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan dalam RKPDes. 
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Keterlibatan masyarakat Desa Penfui Timur dalam pelaksanaan 

pembangunan masih kurang karena ada sebagian masyarakat Desa Penfui 

Timur sibuk dengan pekerjaan pokok masing-masing. 

masyarakat tidak seluruhnya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan 

fisik desa dengan alasan sebagian masyarakat berhalangan dengan 

kesibukan pekerjaan mereka masing-masing dan tidak mendapatkan 

informasi dari pemerintah desa akan adanya pelaksanaan pembangunan di 

desa. 

3. Pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Penfui Timur 

hanya dilkukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada pengawasan yang baru 

yaitu KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa, dan dari tingkat 

kabupaten yaitu Inspektorat”sementara masyarakat desa Penfui Timur 

tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur dan belum mengerti bahwa perintah undang-undang 

mengatakan masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, dengan demikian pengawasan 

terkait pembangunan infrastruktur di Desa Penfui Timur masih belum 

terlaksana dengan baik. 

Pemerintah desa masih kurang transparansi kepada masyarakat terkait 

keterbukaaninformasi. Menurut observasi di lapangan peneliti menemukan 

fakta bahwa pemerintah desa sudah mempublikasikan APBDes dengan 

mencetak baliho yang dipajang di depan kantor desa namun belum 

melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan ABDes. 
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6.2 Saran 

Dari kesimpilan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan dari desa, agar melakukan sosialisasi terkait pentingnya 

keikutsetaan atau pastisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa 

karena semangat gotong royong masyarakat akan membawa desa manjadi 

maju dan sejahtera. 

2. Diharapkan pemerintah desa agar melakukan sosialisasi juga terkait peran 

dan fungsi masyarakat dalam fungsi pengwasanya yang diamanatkan oleh 

Undang-undang No.6 Tahun 2014 

3. Diharapkan pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat 

dapat turut ikut berpartisipasi 

4. Diharapkan Pemerintah agar meningkatkan sumberdaya aparat desa agar 

tidak terjadi keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan di desa.  
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